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ABSTRAK

Penelitian ini bermujuan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan
kepatuhan wajib pajak badan vang divkur berdasarkan jumlah Surat Setoran Pajak
(SSP) PPh 25 tepat waktu, jumlah penerimaan PPh 25 lepat waklu dan jumlah wagib
pajuk badan terdafiar serta peringkatan penerimaan PP 25 wajib pajak badan yang
diukur berdasarkan penerimaan PPh 25 wajib pajak badan perbulan selelah penerapan
sislem administrasi perpajakan modern. dimana penclitian ini dilakukan pada KPP
Pratama Bukiltirggi.

Penelitian int mengpeunakan data kuantitatif berupa data primer vang diperoleh
dari KPP Pratama Bukittinggi tshun 2008 dan tabun 2009, Statistik uji yang
digunakan vaite uji T atav paired sompel test. Dan diolah dengan menggunakan
program SPSS vers 16,

Penclitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat peningkatan signifikan
kepatuhan wajib pajak setelah penerapan sistem administrasi perpajakan modern vang
diukur berdasarkan jumlah Surat Setoran Pajak (S5P) PPh 23 yang disetorkan sampal
tanggal 15 sesuai denpan ketetapan Dirjen pajak dan jumlab penerimaan PPh 23 yang
dibayarkan tepal waktu. Namun terdapat peningkatan Kepatuhan wajib pajak setelah
penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang diukuer berdasarkan jumlah
wajib pajak vang terdaftar. Dan untuk jumlbah penerimaan P'h 23 wajib pajak badan
perbulan tidak terdapal peningkatan setelah penerapan sistem administrasi perpajokan
modemn.

Kata kunci: Reformasi Admimistrayi Merpajoabon Modern, Kepatuhan Waiih Pajok
Badan, Penerimaan PPE 23 Wajih Pajak Badan
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PENDAHULU AN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber ulama pembiayaan pemerintah dan
pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakal. Banvak
negaran i masa krisis global menjadikan pajak sebagai instrumen ekonomi yvang
memberikan  kehidupan  bagi  berlangsungnya  pembangunan  vang
berkesinambungan. Pemerintah melalui Digen Pajak telah menctapkan pajak
schagal komponen strafegis agar perencanasan pembangunan fetap  berlanjut,
dengan menctapkan salah satu misinva vaitu mist fiskal, menghimpun penerimaan
dalam negeri dar sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayann
pemermtah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan
clisicnsi vang tingei, Tuntutan akan penmgkatan pencrimaan. perbaikan dan
perubahan yang mendasar dalam aspek perpayjakan menjadi alasan dilakukannya
Reformasi Perpajakan.

Lipaya Reformasi Perpamokan yang telah dilakukan meliputi 3 bagian;
reformast  administrasi perpajakan.  reformasi kebijakan  perpajakan  dan
pelaksanaan intensifikasi & ckstensifikast perpajakan. Namun Dirjen Pajak
menjalankan reformast adminisiras perpajakan jangka menengah scbapai prioritas
relormas rli:rpa_i:z:kan ung 14::1'-;:5[:'[;1:!}';1 sistern  admimstras perpajakan yang
mgulern, efisien dan dipercaya oleh masvarakat.

Reformasi administrasi perpajakan modern yang dikenal dengan istilah

Modernisasi telah dijalankan oleh [Mrektorat Jenderal Pajak pada tahun 2002,




dizwali dengan pembentukan 2 KPP WP besar vang berdomisili di Jakarta dengan
Jumlah masimg-masing wajih pajak sehanyak 300 wajib pajak badan terbesar di
seluruh Indonesia dan hanya mengadminisirasikon jenis Pajak PPh dan PPN
Tabun 2003 dibentuk 10 KPP KHUSLUS yang berdomisili di Jakarta meliputi KPP
BUMN, Perusahaan PMA. WP Badan dan Orang Asing. dan Perusahaan Masuk
Bursa dan hanva mengadministrasikan jemis Pajak PPh dan PPN, Pada tahun 2004
dibentuk KPP MADYA wvang berjumlah | di setiap Kanwil dan 10 di Kanwil
Khusus dengan (otal 32 KPP Madva i seluruh Indonesia dan jupa hanya
mengadministrasikan jenis Pajak PPh dan PPPN. Dan pada tahun 2006-2008
dibentuk KPP PRATAMA dengan total 357 KPP Pratama di seluruh Kanwil, KPP
Pratama bertugas melayani wajib pajak Badan menengah ke bawah dan wajib
pajak Crang Pribadi meliputi jenis pajak PPh, PPN, PRE dan BFHTE.
Moddernisasi  perpajakan juga  meperapkan  pelavanan prima kepada
masyvarakat dalam masalah perpajakan. Diantaranva dengan pembentukan aeconnt
represenfarit dan compliont cenfer scbagal sarana untuk  berkonsuliasi dan
menampung keluhan wapib pajak, Perbatken Prosedur organisasi vang diarahkan
pada penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologl informasi. Sl
awtomaiion dan berbagan pelavanan yang berbasis e-sysiem seperti: e-SPT. e-
Filling. e-Pavener, e-Registration, &e-Councling diciptakan puna memudahkan
wa)ib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Modernisasi Strteg
perpajakan melalui Kampanye dan sesialisasi perpajakan melalui berbagai pihak,
seperti perguruan tinggei. fokah agama, dan juga melalul media masa. Melakukan
Manggemen SDM untuk memngkatkan  kualias dan kinegga SDM scbapai

information service dan puhlic relation. Intensifikasi penerimaan pajak seria
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FPENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui apakah terdapat peningkatan
kepatuhan wajib pyjak dan peningkatan jumlah penerimaan PPh 25 wajib payak
badan  setelah  pencrapan sistem admimisitasi perpajakan modern pada KPP
Pratama Bukittinggi dan seberapa besar pengaruh pencrapan sistem adminitrasi
perpajakan modern terhadap tingkai kepatuhan wajib pajak badan serta
peningkatan jumlah penerimaan PPh 25 wajib pajak badan pada KPP Pratama
Bukittinggi. Terdapat dua variabel vaitu kepatuban wajib pajak dan penerimaan
PPh 25 wajib pajak badan, Dimana variabel kepatuhan wajib pajak diukur dari
Jumlah 85 PPh 25 vang disetorkan sampai tanggal [5 bulan berikutnya, jumlah
penerimaan PPh 23 yang dibayarkan tepat waktu dan jumlah wajib pajak vang
mendattarkan din, serta variabel pencrimaan PPh 25 divkur dari peningkatan PPh

23 wajib pajak perbulan.

Berdasarkan hasil penclitian yvang telah dilakukan, diperolch kesimpulan

sebapai berikuoi:

|. Tidak terdapat peningkatan signifikan kepatuban wajib pajak sewelah
penerapan  sistem  administrast  perpajakan medern vang  diukur
berdasarkan jumlah Sural Setoran Pajak (S5P) PPh 25 yang disetorkan
spmpai tanggal 15 sesual dengan ketetapan Dinen pajak dan jumlah
penerimaan PPh 25 wang dibayarkan tepat waktu. Namun terdapat

peningkatan kepatuhan wajib pajak setelah pencrapan sistem administrasi
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